














e Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran

Pemerintah  Kabupaten Rembang, sebagian besar
pelaksanaan APBD 2016 memang sudah berjalan
walaupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang
memprihatinkan terutama di sektor pembangunan infra
struktur. Maka Fraksi Karya Sejahtera DPRD Kabupaten
Rembang berharap dalam pelaksanaan pPembangunan
yang sedang berjalan ini semua OPD “cancut talj
wanda” bekerja keras sehingga kebutuhan masyarakat
tercukupi.

Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD
Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Kabupaten
Rembang didepan, agar betul-betul diindahkan.

Saat ini kita masuk dalam era “media sosial” seperti
face book, massenger, whatsapp (WA), tweeter dsb.
Masyarakat memanfaatkan media sosial ini sebagai
saluran untuk mengungkapkan gagasannya; berupa
gagasan memajukan daerahnya, memberi masukan
kepada pemerintah,  mengkritik kebijaksanaan
pemerintah dsb. Pemerintah diharapkan tidak alergi
atau menutup mata/telinga terhadap masukan/kritik
tersebut, pemerintah sekarang bukan lagi “menara
gading” yang tidak bisa tersentuh oleh siapapun. Maka
dari itu Fraksi Karya Sejahtera mengajak kita semua
untuk peduli terhadap “detak jantung” masyarakat tsb.

Demikianlah, disertai Catatan-catatan tersebut,
Fraksi Karya Sejahtera dengan ini  menyetujui




ditetapkannya RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD TA 2016 Kabupaten Rembang menjadi PERDA APBD
TA 2016 Kabupaten Rembang.

Terima kasih - Wassalamu’alaikum wr. wb

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
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FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT AKHIR
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016

Dibacakan Oleh : Paramita Prapanca A.N.R, S.Pd

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Bupati dan Wakil Bupati Rembang,

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang,

Sekretaris DPRD), Staf Ahlj Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Dinas/Badan/Kaﬁtor/Bagian/Instansi Vertikal se Kabupaten Rembang.

Camat se Kabupaten Rembang
Ketua KPUD Kab. Rembang, Ketua Ormas. Parpol, LSM Kab. Rembang dan
hadirin yang berbahagia.

Assalaamu’alaikum Wr. Wh.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
Rahmat serta KaruniaNya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan

. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD T.A 2016 dalam keadaan sehat.



Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Dinamika dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang T.A 2016, seyogyanya menjadi “guru” dalam
pelaksanaan APBD Tahun 2017. Kelebihan dan kekurangannya menjadi
cerminan, bagaimana melaksanakan program dan kegiatan untuk lehih baik
dibanding tahun sebelumnya,

Mengamati pelaksanaan APBD Tahun 2017, terdapat keterlambatan
penyerapan anggaran, dan hal serupa juga terjadi pada pelaksanaan APRD
Tahun 2016, Kamj mengharapkan pemerintah kabupaten Rembang,
mencermati keterlambatan ini dan menjadikan hal tersebut sebagai skala

prioritas penting, mengapa dalam 2 (dua) tahun berturut-turut kita
mengalami persoalan yang sama.

kapasitas kelembagaan dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai tulang
punggung Pemerintah Kabuten Rembang. Mengulang apa yang telah kamj
sampaikan pada pemandangan umum bahws Laporan Pertanggungjawaban
adalah gambaran kinerja masing-masing OPD sebagai sebuah teamwork.
Tingkat capaian, penyerapan anggaran, kondusifiras kerja adalah scbugh
gambaran sejauh mana Aparatur Sipil Negara memahami tupoksi, visi misi
Bupati dan Wakil Bupati, komitmen untuk menjaga rencana-rencana
pembangunan yang sudah ditetapkan dan eros kerja untuk mencapai hal
tersebut.

Kami mengharapkan laporan pertanggungjawaban  inj dapat  dijadikan
sebagai salah satu tolok ukur dalam melakukan penilaian dan penempatan
personil pada masing-masing OPD),



Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,
Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, kami mensepakati Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2016 dapat ditetapkan menjadi

peraturan daerah.

Billahi taufiqwal hidayah.
Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakarubh.

Rembang, 17 Juli 2017

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua

Sekretaris

SAHNINGSIH, SE




SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016
Tanggal, 17 Juli 2017

%

Assalamu’alaikum Wr. Web.
Yth. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang :

Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang :

Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Rembang ;

Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala SKPD se

Kab. Rembang ;
Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.
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Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah
terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur
Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan
Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna
Terakhir DPRD, dalam rangka
“Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2016” dalam keadaan
sehat wal'fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini jinkanlah saya
menyampaikan ucapan terima kasih kepada
pimpinan dan segenap anggota dewan yang
terhormat, yang telah memberikan dukungan dan
kerjasama yang baik dalam rangka melaksanakan
berbagai program dan kegiatan pembangunan di
Kabupaten Rembang. Oleh karena itu sesuai
dengan arah kebijakan umum dan prioritas
pembangunan yang telah disepakati bersama antara
eksekutif dan Legeslatif, maka akhir Tahun
Anggaran 2016, kami menyampaikan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, seperti
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yang telah kami sampaikan pada sidang pengantar
Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016
lalu, yang merupakan tahap akhir dari siklus
anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan
anggaran, sebagai cerminan dari hasil-hasil yang
telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran
mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016,

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Seperti yang telah kami sampaikan pada
pengantar Nota Keuangan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016, bahwa
dari  rencana Pendapatan  Daerah sebesar
Rp.1.490.592.742.455,00 (Satu trilyun empat
ratus sembilan puluh  milyar lima ratus
sembilan puluh dua Juta tujuh ratus empat
puluh dua riby empat ratus lima puluh lima
rupiah) dapat direalisasikan  sebesar Rp.
1.564.868.839.955,55 (Satu trilyun lima ratus
enam puluh empat milyar delapan ratus enam
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puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh
sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima
koma lima puluh lima rupiah) atau 104,98%.

Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan
sebesar Rp. Rp.1.874.875.616.260,00 (Satu
trilyun delapan ratus tujuh puluh empat
milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta
enam ratus enam belas ribu dua ratus enam
puluh  rupiah) direalisasikan  sebesar Rp.
1.734.304.081.928 58 (Satu trilyun tujuh ratus
tiga puluh empat milyar tiga ratus empat juta
delapan puluh satu riby sembilan ratus dua
puluh delapan koma lima puluh delapan
rupiah) atau 92 50% meliputi atas belanja dan
transfer dengan rincian untuk belanja dari yang
direncanakan sebesar Rp. 1.577.568.770.260 00
(Satu triliun lima ratys tujuh puluh tujuh
milyar lima ratus enam puluh delapan juta
tujuh ratus tujun Puluh ribu dua ratus enam
puluh rupiah) realisasinya adalah sebesar Rp.
1.438.006.027.928 58 (Satu triliun empat ratus
tiga puluh delapan milyar enam Juta duapuluh
tujuh ribu sembilan ratus dua puh delapan
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koma lima puluh delapan rupiah) dan transfer
dari yang direncanakan sebesar Rp.
297.306.846.000,00 (Dua ratus sembilan puluh
tujuh milyar tiga ratus enam juta delapan
ratus empat puluh enam ribu rupiah)
realisasinya adalah sebesar Rp.
296.298.054.000,00 (Dua ratus sembilan puluh
enam milyar dua ratus sembilan puluh
delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).

Sedangkan Pembiayaan yang direncanakan
sebesar Rp. 396.607.873.805,00 (Tiga ratus
sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh
Jjuta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu
delapan ratus lima rupiah) realisasinya
sebesar Rp. 396.607.873.805,61 (Tiga ratus
sembilan puluh enam milyar enam ratus tujuh
Juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu
delapan ratus lima koma enam puluh saty
rupiah) atau 100,00%. Dan Pengeluaran
Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.
12.325.000.000.00 (Dua belas milyar tiga ratus
dua puluh lima juta rupiah) realisasinya
sebesar Rp. 12.296.725.422,00 (Dua belas
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milyar dua ratus sembilan puluh enam juta
tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus
dua puluh dua rupiah) atau 99,77%.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Laporan keterangan pertanggung jawaban yang
saya sampaikan ini merupakan gambaran umum
pelaksanakan program prioritas dan strategis
selama tahun anggaran 2016 dalam mencapai visi
dan misi pemerintah Kabupaten Rembang.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia
ini  kami atas nama Pemerintah Kabupaten
Rembang dengan segala kerendahan dan ketulusan
hati, kami menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala
dukungan dan kerjasama yang baik selama ini.
Kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai ini
merupakan buah karya dan hasil kerja keras kita
bersama.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Demikian telah saya sampaikan Pendapat Akhir
Rapat Peraturan Daerah tentang



-
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016. Dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan  bimbingan dan kemudahan dalam

membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.
Sekian, terima kasih

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.i




PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
NOMOR /5. TAHUN 2017
TENTANG

PERSETUJUAN PEN ETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang_: a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
pasal 65 ayat (1) huruf (d) Kepala Daerah menyusun dan
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang  Perubahan Anggaran

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama ;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf g memerlukan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Bumi dan Bangunan ;



10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun
2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolosi dan Nepotisme ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ; ’

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara ;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan’
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;



17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.
. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

24,

23.

26.

27,

28.

29,

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akutansi Pemerintah ;

Peraturan Pemerintahh Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesaha.r__:, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan ; ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; '

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah =

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah; '

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata



Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kgbupate_n
Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentfmg
Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

pada tanggal 17 Juli 2017.

2. Pendapat Fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 17 Juli
2017.

3. Pembicaraan - pembicaraan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran-
lampiranya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
sebagaimana terlampir.

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum
PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana
laporan Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti ‘

Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Wakil Ketua 4




Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupate_n
Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubanan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

pada tanggal 17 Juli 2017.

2. Pendapat Freksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 17 Juli
2017,

3. Pembicaraan - pembicaraan dalam Rapat Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Remdang Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran-

lampiranya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
sebagaimana terlampir.

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum
PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana
laporan Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Wakil Ketua

s ‘.\.
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H. GUNASIH, S. E.



BERITA ACARA
NOMOR :900 / /A /2017
NOMOR : 900 / / 2017

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016
MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada Hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juli Dua Ribu Tujuh Belas kami
yang bertanda tangan dibawah ini:

1. H.ABDUL HAFIDZ, S.Pd.|. - Bupati Rembang , dalam hal ini bertindak untuk
dan Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang yang beralamat di Jalan P. Diponegoro
No. 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

2. H.GUNASIH, S. E. © Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

3. M. BISRI CHOLIL.L © Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

4. SUMARSIH © Wakil Ketua Dewar Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang. ‘
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .
Menyatakan bahwa -

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang



Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun
Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah .

2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk

mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga) hari kerja setelah
ditandatangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

BUPAT
R ENERG WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN

REMBANG ¢+

H. ABDUL HAFIDZ, S. P.dl. 4 H.GUN

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG

A

M.BISRI CH&\LI LAQUF

WAKIL KETUA DPRD|KABUPATEN
REMBA

e
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